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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan

orang yang belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi  seorang

wanita. Sebagian ulama Muslim juga memperbolehkan pernikahan di bawah umur

dengan dalil mengikuti sunnah Rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah

dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat belia sekali, sedangkan

Muhammad telah berusia 50-an tahun pada saat itu. Di samping itu, pernikahan

dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu

menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas,

sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah

menghalalkan hubungan seks.1 Sedangkan menurut pendapat Indaswari, batasan

kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada  ketentuan

formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Adapun pendapat

Sarlito Wirawan Sarwono, beliau mengartikan pernikahan  dini  adalah  sebuah

nama  yang  lahir  dari  komitmen  moral  dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai

sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia  dewasa  bagi  laki-laki  25  tahun

dan  bagi  perempuan  20  tahun,  karena kedewasaan seseorang tersebut

ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun  hukum  Islam.  Maka

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  batasan  usia dikatakan di bawah umur ketika

1 Syafiq Hasyim, Menakar “harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak
Reproduksi Perempuan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 53.
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seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi

perempuan. Sedangkan kata dini mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk

menikah.2

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai

sosial budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia,

pernikahan  lebih condong sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi

kehendak bebas tiap individu. Secara umum dapat diajukan hipotesis bahwa

dalam masyarakat yang  pola hubungannya  bersifat tradisional, pernikahan

dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari

warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional

modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak  sosial, dan karenanya

pernikahan  sering  merupakan sebuah  pilihan. Cara  pandang  terhadap

perkawinan (sebagai kewajiban sosial) memiliki kontribusi yang cukup besar

terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.3

Dari  segi  psikologi, sosiologi  maupun  hukum  Islam  pernikahan  dini

terbagi menjadi dua kategori; pertama, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di

bawah  umur  yang  benar  murni dilaksanakan oleh  kedua  belah  pihak untuk

menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untu

menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai; kedua,

pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya

dilakukan  sebagai  kamuflase  dari  kebejatan perilaku dari kedua mempelai,

pernikahan  ini  hanya  untuk  menutupi  perilaku zina yang pernah dilakukan oleh

2 Syafiq Hasyim, Menakar “harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak
Reproduksi Perempuan dalam Islam, Op. Cit, hal. 54.

3 Ibid, hal. hal. 56.
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kedua  mempelai. Hal ini berarti antara  anak dan kedua orang tua bersama-sama

untuk menipu masyarakat dengan cara  melangsungkan pernikahan yang mulia

dengan maksud untuk menutupi aib yang  telah dilakukan oleh anaknya, dan

mereka berharap agar  masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah

dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut

juga berbahagia.

Sedangkan pengertian baligh dalam pernikahan menurut hukum Islam

seperti yang diterapkan oleh ulama fiqih adalah tercapainya usia yang menjadikan

seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki

yang  sudah  bermimpi keluar  mani  dan  perempuan  yang  sudah haid, yang

demikian dipandang  telah  siap  nikah  secara  biologis.  Akan  tetapi  dalam

perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk

melaksanakan  perkawinan  tanpa  mempunyai kemampuan  secara  ekonomis dan

psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan

sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah

pihak sudah masak jiwa raganya. Pernikahan dapat dikatakan ideal jika sudah

mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena

ketiga kemampuan tersebut  dimungkinkan  telah  ada  pada  seseorang ketika

sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.4

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis

saja  yang  bersifat  seksual, akan tetapi  pernikahan  merupakan suatu ibadah

yang mulia yang diridhai oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan

4 Helmi Karim, Kedewasaan untuk Menikah; Problematika Hukum Islam Kontemporer,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 72.
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tersebut akan  terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki tiga

kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka

akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan

kewajibannya masing-masing,  saling  nasehat-menasehati dan saling melengkapi

kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan

yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya

akan melahirkan keindahan  keluarga  dunia  yang  kekal  dan abadi.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah

dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan judul-judul sebagai

berikut:

1. Pembiasaan dalam Praktik Perkawinan Dini di Desa Labean Kecamatan

Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, oleh Citra

Dewi, tesis konsentrasi antropologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor nilai-nilai kultural

yang telah mengakar di masyarakat memaknai perkawinan dini. Antara lain

prinsip perkawinan endogami, konsep kedewasaan yang ditandai dengan

menstruasi bagi anak perempuan. Nilai yang dilekatkan pada anak, bahwa

anak perempuan adalah simbol kehormatan bagi keluarga, anak perempuan

rentan dengan rasa malu, serta pandangan yang menganggap bahwa

memelihara anak perempuan adalah beban, mendorong praktik perkawinan

dini semakin tumbuh subur. Masyarakat cenderung menganggap bahwa
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setiap orang tua memiliki hak atas anak-anaknya. Kekerasan yang dialami

anak, baik fisik maupun psikis bahkan kekerasan seksual juga menjadi

alasan mengapa mereka mau melakukan perkawinan dini. Selain itu,

melakukan perkawinan demi status sosial, tingkat pendidikan yang rendah

serta perilaku seksual remaja. Ikut mendorong praktik perkawinan dini. Hal

ini semakin bertahan lama karena didukung oleh pranata sosial. Proses

pencatatan perkawinan kemudian direkayasa dengan cara menambahkan

umur, sehingga tidak bermasalah ketika pengurusan izin dan surat nikah.

Relasi antara suami istri dalam perkawinan dini, adalah relasi dengan bias

gender. Laki laki atau pihak suami dianggap memiliki hak yang lebih untuk

memperlakukan istrinya secara bebas termasuk tindak kekerasan serta beban

pekerjaan domestik.5

2. Modernisasi Hukum Keluarga Islam; Studi terhadap Perkembangan

Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia, oleh Khaidarullah,

tesis Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program

Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2014. Kesimpulannya adalah;

pertama, perkembangan diskursus usia perkawinan tidak dapat dilepaskan

dari perjalanan panjang hukum keluarga Islam di Indonesia, baik di era

sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan, bahkan sampai sekarang. Kedua,

persoalan legislasi usia perkawinan di Indonesia dapat dilacak melalui RUU

1973, UUP 1974 hingga KHI 1991. Masing-masing menandai terjadinya

intervensi negara dalam mengatur praktik perkawinan di Indonesia. Ketiga,

5 Citra Dewi, “Pembiasaan dalam Praktik Perkawinan Dini di Desa Labean Kecamatan
Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah,” tesis konsentrasi antropologi,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hal. 123-124.
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pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk peran negara

dalam momodernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.6

3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, oleh Rafidah, tesis konsentrasi Ilmu

Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Ibu dan Anak), Program Pascasarjana

Universitas Gajah Mada, tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

berbagai faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini antara lain:

pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dampak yang diakibatkan oleh

pernikahan dini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya

pendidikan dan kehamilan di usia remaja yang berdampak pada penolakan

pada kehamilan.7

4. Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah Berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan

Agama Semarang), oleh Marieyam, tesis Program Studi Magister

Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2007. Berdasarkan

hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, prosedur

pelaksanaan perkawinan usia dini dilingkungan masyarakat, diawali dengan

mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Kedua,

bagi untuk keluarga yang keadaan ekonominya belum mapan atau kurang

mampu sementara anaknya banyak, maka biasanya anak yang terbesar

6 Khaidarullah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam; Studi Terhadap Perkembangan
Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia,” tesis Program Studi Hukum Islam,
Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2014,  hal. 188-189.

7 Rafidah, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten
Purworejo Jawa Tengah,” tesis konsentrasi Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Ibu dan Anak),
Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2011, hal. 237.
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meskipun belum mencapai usia yang cukup untuk kawin segera dikawinkan

oleh orang tuanya dengan maksud agar beban yang ditanggung oleh

keluarga tersebut segera berkurang. Bahkan itu datangnya tidak hanya dari

pihak orang tua saja melainkan juga dari keinginan anak yang bersangkutan

setelah ia melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan. Faktor

kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan juga dapat

berpengaruh, dan faktor karena adanya desakan dari orang tua, karena

pendidikan yang kurang, juga karena adanya perbuatan nekat, sehingga

terjadi hamil sebelum nikah.8

5. Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan

Perkawinan tidak Tercatat, oleh Kustini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, tahun 2013. Berdasarkan

uraian di atas dapat ditarik kesimpulan; pertama, bagi pasangan perkawinan

di bawah umur memaknai perkawinan merupakan suatu pilihan yang terbaik

untuk beribadah dan mengikuti sunatullah, membantu dan meringankan

beban orangtua, menghindari perzinahan akibat bebasnya pergaulan dan

penyalahgunaan dari kemajuan teknologi. Bagi mereka usia muda bukanlah

halangan untuk bahagia atau tidak dalam suatu perkawinan, meskipun usia

yang sangat muda dirasakan sangat beresiko pada kesehatan yaitu ketika

melahirkan anak dan mendidik anak. Sementara bagi pasangan perkawinan

tidak tercatat memaknai perkawinan merupakan urusan agama dan cukup

dinikahkan oleh kiyai atau ulama tidak perlu dicatatkan. Namun ada juga

8 Marieyam, “Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang),” tesis
Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 102-103.
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yang melakukan perkawinan tidak tercatat karena urusan administrasi

mereka tidak lengkap seperti umurnya belum cukup atau karena tidak

memiliki akta cerai bagi yang mau menikah lagi. Kedua, problem yang

dirasakan bagi perkawinan di bawah umur yaitu ketika mereka mau

melahirkan pertama kali. Mereka merasakan ketakutan dan sakit yang luar

biasa dan juga mengalami kesulitan dalam mengurus anak sehingga mereka

masih memerlukan bantuan keluarga. Sedangkan bagi pasangan nikah tidak

tercatat secara sosial perempuan yang dinikahi secara sirri, sulit

bersosialisasi karena dianggap isteri simpanan. Pernikahan sirri ini juga

mengakibatkan isteri tidak berhak atas harta gono gini ketika suaminya

meningal dunia dan ketika terjadi perceraian. Ketiga, penyebab terjadinya

pernikahan di bawah umur karena rendahnya pendidikan dan banyaknya

anak yang putus sekolah, sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang

mereka anggap cukup sehingga tidak ada pilihan kecuali menikah,

kemiskinan faktor ekonomi keluarga untuk mengurangi beban keluarga,

perjodohan, anak perempuan yang sudah menstruasi dijodohkan orang tua

kepada laki-laki yang sudah punya pekerjaan. Di samping itu ada juga

karena kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anaknya sudah

terlalu dekat dengan pacarnya sehingga dikhawatirkan hamil di luar nikah.

Sedangkan penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat dikarenakan

beranggapan nikah sudah sah jika dilakukan oleh kiyai atau ulama tidak

perlu dicatatkan lagi, tidak lengkapnya syarat administratif pasangan
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sehingga daripada ditolak oleh KUA mereka memilih melakukan nikah

sirri.9

6. Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang; Sebuah Telaah dalam

Perspektif Sosiologi, oleh Wawan Setiawan, Jurnal Komunitas, Universitas

Negeri Semarang, tahun 2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah;

pertama, fenomena pernikahan dini memiliki relasi kompleks terhadap

kehidupan sosial. Relasi tersebut di antaranya mampu membangun keluarga

harmoni, mampu meluluhlantakkan bangunan keluarga, sebagai media

untuk mendapatkan kekuasaan, dan sebagai simbol kemuliaan sosial.

Kedua, fenomena perceraian juga memiliki relasi yang kompleks dalam

kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya beragamnya realitas sosial

yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat

redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional. Ketiga, fenomena

pernikahan ulang telah memiliki relasi dalam kehidupan sosial. Relasi

tersebut di antaranya; pernikahan ulang menumbuhkan kebahagiaan ulang,

serta sekaligus sebagai sumber malapetaka pada keluarga hasil pernikahan

ulang. Keempat, perpektif sosiologi yang sering digunakan dalam analisis

masalah sosial adalah perspektif fungsional dan perspektif konflik,

walaupun demikian, ketidaksempurnaan penggunaan unsur-unsur dalam

perspektif tersebut relatif terjumpai.10

9 Kustini, “Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan
Perkawinan tidak Tercatat,” Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2013, hal. 431-433.

10 Wawan Setiawan, “Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang; Sebuah Telaah
dalam Perspektif Sosiologi,” Jurnal Komunitas, Universitas Negeri Semarang, tahun 2012, hal.
176.
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Jadi, distingsi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah

dari sisi pisau analisis yang dipakai untuk menganalisa filosofis umur minimal

bagi laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan menikah oleh KHI dan UU

Nomor 1 Tahun 1974.

C. Tinjauan Teoritis tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang (النكاح)

bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-

dhammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ’an al-wathi’ wa al-‘aqad yang bermakna

“bersetubuh,” “berkumpul” dan akad.11

Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah

ini, yaitu “kawin” dan “nikah.” Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan

untuk bersuami istri dengan resmi.12 Pernikahan yang berasal dari kata “nikah”

mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum dan agama.13

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

11 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/
1985 M), juz. 7, hal. 29.

12 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 689.
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

2001), hal. 782.
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.14 Pengertian tersebut jelaslah

terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu: pertama,

aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”,

artinya perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak,

juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang

bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Kedua,

aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan yang

erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur

batin berperan penting.15

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-

kata (lafazh) nikah atau tazwij.16

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam

hal ini ada tiga pendapat yaitu: (1) Sebagian menyatakan bahwa nikah arti

hakikatnya watha’ (bersenggama), (2) Sebagian menyatakan makna hakikat

dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaz-nya adalah watha’. (3) Sebagian

menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari

pengertian akad dan watha’.17

Secara terminologi, para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi

yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu

14 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
15 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,

2008), hal.  97.
16 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.
17 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 19.
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rumusan yang secara substansial sama. Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-

Syakhsiyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan:

قِ وْ قُ حُ نْ مِ امَ هِ يْ لَّ كُ لِ امَ لُّ يحَِ وَ ااوَ عَ ت ـَوَ ةِ اءَ رْ مَ الْ وَ لِ جُ الرَّ ينَْ ب ـَةِ رَ شْ عُ الْ ىلَ عَ دُ يْ فِ يُ دُ قْ عَ 
18.اتِ بَ اجِ وَ نْ مِ هِ يْ لَ عَ امَ وَ 

Artinya:
Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan yang
saling membantu, dan menentukan tiap-tiap keduanya sesuai menurut
hak dan kewajiban masing-masing.

Pernikahan atau perkawinan adalah sebagai kodrat alamiah dan

sunnatullah diatur sedemikian rupa, baik rukun dan syarat oleh Islam. Hal ini

dapat ditemukan sumbernya dalam al-Quran dan hadis seperti yang tersebut

dibawah ini:

1. Surat al-Zariyat ayat 49:





Artinya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat [51]: 49).

2. Surat al-Nisa, ayat 1:















18 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1409
H/ 1989 M), hal. 19.
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Artinya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1).

3. Surat al-Rum ayat 21:










Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).

4. Hadis Rasulullah Saw:

ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ  ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبىِ شَيْبَةَ وَأبَوُ كُرَيْبٍ قاَلاَ حَدَّ حَدَّ
نِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ صلى عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْ 

ضُّ غَ أَ هُ نَّ إِ فَ جْ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ف ـَةُ اءَ لبَ اْ مُ كُ نْ مِ اعَ طَ تِ اسْ نِ مَ بابِ الشَّ رَ شَ عْ ا مَ يَ :االله عليه وسلم
19.اءٌ جَ وِ هُ لَ هُ نَّ إِ فَ امِ يَ الصِّ بِ هِ يْ لَ عَ ف ـَعْ طِ تَ سْ يَ لمَْ نْ مَ وَ جِ رْ فَ لْ لِ نُ سَ حْ أَ وَ رِ صَ بَ لْ لِ 

Artinya:
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah
tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan
memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah
berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan
hawa nafsu. (Bukhari dan Muslim).

19 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar
Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1292. Lihat juga Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-
Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 726.



29

ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبـَرنَاَ مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنُ أُخْتِ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ حَدَّ حَدَّ
عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُـرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ -نىِ ابْنَ زاَذَانَ يَـعْ -مَنْصُورِ بْنِ زاَذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ 
فَـقَالَ إِنىِّ أَصَبْتُ امْرأَةًَ ذَاتَ -صلى االله عليه وسلم-يَسَارٍ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبىِِّ 

أتَاَهُ الثَّانيَِةَ فَـنـَهَاهُ ثمَُّ أتَاَهُ الثَّالثِةََ ثمَُّ ». لاَ «لِدُ أفََأتََـزَوَّجُهَا قاَلَ حَسَبٍ وَجمَاَلٍ وَإِنَّـهَا لاَ تَ 
20الْقِيامََةِ.يَـوْمَ الأْنَْبِيَاءُ بِكُمُ مُكَاثرٌِ فإَِنيِّ الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ تَـزَوَّجُوا:فَـقَالَ 

Artinya:
Nikahilah perempuan yang banyak akan berbangga dengan banyaknya
umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat. (HR. Abu Daud).

Adapun untuk terjadinya akad nikah pada suami istri haruslah memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut: (1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. (2) Adanya

pernyataan mengawinkan dari wali. (3) Adanya penyataan penerimaan dari

calon mempelai pria. (4) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari

kata nikah tau tazwij. (5) Antara ijab dan qabul bersambungan. (6) Antara ijab

dan qabul jelas maksudnya. (7) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak

sedang dalam ihram haji atau umrah. (8) Majelis ijab dan qabul itu harus

dihadiri minimumnya empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya,

wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.21 Di dalam

melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami

oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan

kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh

menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.22

20 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 219.

21 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3. hal. 53.
22 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001),

hal. 72.
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2. Tujuan Pensyariatan Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua

makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagi jalan bagi makhluk-Nya untuk

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia

seperti makhluk-makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan

tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan

tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini

memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan

dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di

makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.23

Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam

semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, perkembangbiakan, dan

keberlangsungan dinamika kehidupan. Fitrah diberikan Allah pada manusia

meniscayakan pentingnya penyatuan antara laki-laki dan perempuan demi

keutuhan jenis manusia agar mereka dapat memakmurkan bumi, mengeluarkan

kekayaan alamnya, mengembangkan nikmat-nikmat yang dikandungnya, dan

memanfaatkan kekuatan alami bumi selama waktu yang diinginkan Allah.24

23 Selamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Yogyakarta: Gema Media, 2001),
juz.1, hal. 9-10.

24 Ibid, hal. 11.
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Mengenai tujuan pernikahan, di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami

isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.25 Pembentukan keluarga yang

bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan

pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian

yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk

kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan

keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).

Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat

yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrinial (ke-

bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya. Tujuan

perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah

untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan

atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga

keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan

untuk mempertahankan kewarisan. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan

dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali

pada masyarakat yang bersifat parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah

lemah seperti berkalu dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga

yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama

25 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
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yang berbeda.26 Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk

menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat

dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagian

besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah

(dianjurkan), tetapi jika takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu

untuk kawin, maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda

dengan sengaja tidak member nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun

nafkah batin.27

3. Prinsip dan Asas Dalam Pernikahan

Suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan

dalam syariat, yaitu kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan beberapa

prinsip yang harus dipedomani sebagai berikut:28

a. Prinsip Kebebasan dalam Memilih Jodoh

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan

perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan yang digariskan syariah.

Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak pilih,

bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayahnya atau walinya. Ayah atau

walinya dapat menentukan siapa yang menjadi jodohnya. Kemudian tradisi

ini diubah oleh Nabi Muhammad Saw. Meskipun Islam memberikan hak

pilih yang bebas dalam mencari pasangan, namun terdapat rambu-rambu

26 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju,
2007), hal. 21-23.

27 Ibid, hal. 24.
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2003),

hal 11-15.
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yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami ataupun istri.

Misalnya dilarang menikahi orang musyrik, dilarang menikahi orang yang

termasuk dalam kategori mahram (yang tidak boleh dinikahi menurut

syar’i), dan dilarang menikahi pezina dan orang-orang yang berperilaku keji

(QS. Al-Nisa’ [4]: 23-24), al-Nur [24]: 3 dan 26).

b. Prinsip Mawaddah wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang)

Mawaddah dan rahmah ini hanya dikhususkan kepada manusia,

bukan kepada makhluk lainnya. Perkawinan pada mahluk lain, seperti pada

tumbuh-tumbuhan dan binatang, tujuannya adalah semata-mata untuk

menjamin kelangsungan perkembangbiakan mereka jadi penekanannya

untuk berkembangbiak. Perkawinan manusia, meskipun mengandung tujuan

untuk berkembang biak, namun yang hakiki adalah untuk mendapatkan

keridhaan Allah Swt.

c. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Prinsip ini ditemui dalam QS. Al-Baqarah ayat 187: “..Istri-istri kamu

(para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk

mereka.” Ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan

masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada yang

sempurna dalam segala hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba

kekurangan. Karena itu dalam kehidupan suami istri, manusia saling

membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan

pasangannya ibarat pakaian menutupi tubuh.

d. Prinsip Mu’asyarah bil-Ma’ruf (Memperlakukan Istri dengan Sopan)
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Setiap suami dalam kehidupan rumah tangga harus menetapkan satu

pilihan di antara dua pilihan: pertama, memenuhi semua hak istrinya dan

melaksanakan segala kewajiban dengan sopan santun. Kedua, memutuskan

ikatan perkawinan dan membebaskan istrinya secara ma’ruf (dengan cara-

cara yang patut dan sopan).

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang suci antara

seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdata.

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah: kesukarelaan, persetujuan

kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri,

untuk selama-lamanya dan monogami terbuka:29

1. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan azas terpenting dalam perkawinan

Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami

istri tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang

tua adalah sendi asasi perkawinan Islam.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan

persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual beli, sewa

menyewa, tukar menukar dan lain-lain. Perbedaan antara persetujuan

perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah bahwa dalam

persetujuan biasa para pihak pada pokoknya menentukan sendiri isi dari

persetujuannya itu, asal persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-

29 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
diIndonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 139-141.



35

undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu

perkawinan sudah sejak semula  ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan

antara suami istri itu. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki

berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka

saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah

hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam

masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan

perkawinan, suami istri tidak leluasa penuh untuk menghentikan sendiri

syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan

hukum tentang itu.30

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Perkawinan itu tidak boleh dipaksakan. Dari Ibnu Abbas Ra. bahwa

seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad Saw dan

menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-

laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), sehingga Rasulullah menyerahkan

keputusan itu kepada gadis itu, apakah ia mau meneruskan perkawinan itu

atau minta cerai. Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad

(perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon

istri dan suami. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab,

diisyaratkan izin atau persetujuannya sebelum pernikahan dilaksanakan.

30 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang.
1993), hal. 19.
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Adanya syarat ini berarti tidak boleh pihak ketiga (yang melaksanakan ijab)

memaksakan kemauannya tanpa persetujuan calon istri.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

Dengan terlaksananya akad nikah, maka seorang laki-laki yang

menjadi suami memperoleh berbagai hak dan kewajiban. Demikian juga

seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh

berbagai hak juga. Di samping itu, mereka pun memikul pula kewajiban-

kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan. Hak dan

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga

dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan

diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Asas untuk Selama-Lamanya

Pernikahan bukanlah untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat

namun untuk seumur hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan

pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Pernikahan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa ada jangka waktu.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon

suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighot atau ijab qabul. Sedangkan

para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama

Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sementara
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kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya dikelompokkan

kepada syarat-syarat pernikahan. Ijab dan qabul merupakan perwujudan

kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri dalam ikatan

perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, dan

baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui ijab dan qabul.31

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar,

calon suami dan calon isteri, dan shighat.32 Ulama Syafi’iyyah berpendapat

bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada

dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima,

yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat. Sedangkan

ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, ijab dan

qabul.33

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam

Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun

nikah yang ditetapkan oleh ulama Syafi’iyyah, dengan demikian rukun nikah

yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon isteri,

wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah (ijab dan qabul).34 Berikut adalah

penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut.

a. Calon Suami

31 Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406
H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

32 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327. Lihat juga
Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,
(Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 121.

33 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz 41, hal. 233.
34 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen

Bimbingan Islam, 1992), hal. 18.
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Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan

Baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan syar’i untuk menikahi

calon isterinya. Halangan syar’i yang dimaksud antara lain adalah tidak

dalam keadaan ihram haji atau umrah, sesuai dengan Hadits Nabi

Muhammad Saw yang diterima dari Utsman ibn Affan:

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ قاَلَ قَـرأَْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ناَفِعٍ عَنْ نُـبـَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ  حَدَّ
جُبـَيرٍْ فَأَرْسَلَ عُمَرَ بْنَ عُبـَيْدِ اللَّهِ أرَاَدَ أَنْ يُـزَوِّجَ طلَْحَةَ بْنَ عُمَرَ بنِْتَ شَيْبَةَ بْنِ 

إِلىَ أبَاَنِ بْنِ عُثْمَانَ يحَْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أمَِيرُ الحَْجِّ فَـقَالَ أبَاَنٌ سمَِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ 
لاَ يَـنْكِحُ الْمُحْرمُِ وَلاَ :اللَّهِ صلى االله عليه وسلمعَفَّانَ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ 

35.يُـنْكَحُ وَلاَ يخَْطُبُ 

Artinya:
Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh
menikahkan serta melamar. (HR. Muslim).

Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati

oleh semua ulama fiqih. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang

sedang ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka

kemukakan adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari

Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam

keadaan ihram ketika menikahi Maimunah ibn Harits.36

35 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni,
1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 727.

36 Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, al-Mabsuth, Op. Cit, juz. 2, hal 321-
322.
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Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, maka

ia boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk

melaksanakan akad nikah atas nama dirinya.37

Calon Isteri
Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan kata

lain wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi

(muharrama>t min al-nisa’), baik pengharamannya bersifat selamanya

(mu’abbad) maupun sementara (mu’aqqat).

b. Wali

Wali adalah rukun nikah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama

Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah.

Maka tidak sah nikah, menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah, tanpa adanya

wali yang memenuhi syarat.38 Dalil kehadiran wali di dalam pelaksanaan

akad nikah adalah beberapa ayat dan hadits. Di antaranya al-Qur’an Surat

al-Baqarah ayat 232:

















Artinya:

37 Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak
hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.

38 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak Mengetahui.  (QS. Al-Baqarah [2]: 232).39

Imam Syafi’i mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang

paling jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam

pelaksanaan akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para

wali menghalangi sebuah pernikahan.40

Dalam Mazhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.41

Wali menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di

dalam pernikahan.42 Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi

Thalib. Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang

perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu

diketahui oleh walinya dan mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi

Thalib. Lalu Ali ibn Abi Thalib membenarkan dan mensahkan pernikahan

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali tidak menentukan sah

atau tidaknya sebuah pernikahan.43 Sementara ulama Hanabilah berpendapat

bahwa wali bukanlah rukun, melainkan syarat di dalam akad nikah. Dengan

demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.44

c. Dua Orang Saksi

39 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 29.
40 Ibid, hal. 311.
41 Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, Op. Cit, juz 5, hal. 11.
42 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz 41, hal. 248.
43 Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth,Op. Cit, juz 5, hal. 17.
44 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.
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Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan

menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping

juga bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah.45 Bagi dua orang

saksi disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Islam, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama. Kedua

saksi haruslah orang Islam dan dipastikan keislamannya, tidak cukup

kesaksian dari seseorang yang belum jelas keislamannya. Akan tetapi

Ulama Hanafiyyah menggariskan bahwa apabila seorang muslim

menikah dengan seorang perempuan Ahli Dzimmah, maka kesaksian

dua orang Ahli Dzimmah dalam hal ini dapat diterima, karena

kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab yang lain diterima. Akan tetapi

jumhur ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah

termasuk Muhammad al-Syaibani dan Zufar tidak sepakat dengan

pendapat ini.

2. Berakal. Tidak sah kesaksian dari orang gila. Karena tujuan

persaksian tidak terwujud dengan kahadiran orang gila, yaitu

menetapkan telah terjadinya akad nikah jika kelak dikemudian hari

terjadi pengingkaran.

3. Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz,

karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian,

yaitu mengumumkan dan menghargai pelaksanaan akad nikah.

45 Ibid, hal. 312.
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4. Berbilang (lebih dari satu), syarat ini merupakan syarat yang

disepakati oleh para ahli fiqih. Akad nikah tidak akan terlaksana

dengan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits:

يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا عمر بن عن 
شبه نا بكر بن بكار نا عبد االله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران 

صلى االله عليه و بن حصين عن عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله 
46.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِّ وَشَاهِدَيِّ عَدْلٍ (رواه الدار قطني):سلم

Artinya:
Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang
adil. (HR. Dar al-Quthni).

5. Laki-laki. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama

selain Hanafiyyah. Hendaknya saksi nikah itu adalah dua orang laki-

laki. Para ulama Hanafiyyah berpendapat tentang bolehnya menerima

kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad

nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena

perempuan punya kapabilitas untuk bersaksi.47

6. Merdeka, ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur

Ulama selain Hanabilah. Seorang budak dipandang tidak memiliki hak

wali atas dirinya sendiri, oleh karena itu, ia juga tidak memiliki hak

wali terhadap orang lain, sedangkan persaksian merupakan bagian dari

perwalian. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa

pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak

laki-laki. Tidak ada dalil yang menafikan kesaksian budak, baik dari

46 Ibid, hal. 314.
47 Ibid, hal. 315.
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al-Qur’an maupun dari Sunnah Rasulullah Saw. Periwayatan budak

terhadap Hadits Nabi Muhammad saw juga diterima apabila budak

tersebut adil dan dapat dipercaya. Bagaimana mungkin dalam hal yang

lebih rendah, yaitu dalam masalah nikah, kesaksiannya tidak diterima.

Patokan dalam persaksian adalah percaya dengan berita yang

disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat dipercaya dan adil

maka kesaksiannya dapat diterima.48

7. Adil, Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama,

sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup

tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan

penyelewengan. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh

Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam

Ahmad ibn Hanbal dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi’i.

Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan

hadits sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian

juga karena tujuan kehadiran saksi adalah sebagai bentuk

penghormatan terhadap akad nikah, maka tujuan ini tidak tercapai

dengan kehadiran mereka karena akad nikah tidak akan dimuliakan

karena kehadiran mereka. Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa

keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh  karena itu

akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun

orang-orang fasik. Hal ini dikarenakan kesaksian adalah bentuk

48 Ibid, hal. 315-316.
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penerimaan amanah, maka sah diterima oleh orang-orang fasik

sebagai mana bentuk-bentuk amanah yang lain.49

8. Dapat melihat. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Ulama

Syafi’iyyah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta

tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara

sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan

mendengarkannya.50

9. Mendengar dan memahami akad yang diucapkan. Ini adalah syarat

yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kesaksian orang yang tidur

atau orang yang tuli tidak dapat diterima, demikian juga tidak diterima

kesaksian orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan

tidak dapat mengingatnya setelah ia sadar. Kesaksian orang non arab

yang tidak paham Bahasa Arab juga tidak bisa diterima kalau shighat

diucapkan di dalam Bahasa Arab.51

10. Bisa berbicara. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama

Hanafiyyah, Hanbilah dan pendapat yang dipandang paling shahih di

kalangan Syafi’iyyah. Dengan demikian orang yang bisu tidak bisa

menjadi saksi pernikahan karena mereka sendiri tidak bisa

memberikan kesaksian.52 Akan tetapi ulama Hanabila memberikan

49 Ibid, hal. 317.
50 Ibid, hal. 316.
51 Ibid, hal. 317.
52 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hal. 299.
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catatan, bahwa apabila orang bisu tersebut bisa memberikan kesaksian

melalui tulisan, maka ia bisa menjadi saksi di dalam pernikahan.53

11. Bukan anak dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, ini

adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah. Ulama

Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa persoalan ini

termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan bahwa tidak

diterima kesaksian ayah terhadap anak atau anak terhadap orang

tuanya.54

Di samping syarat-syarat di atas, seorang saksi hendaknya juga

memiliki sifat-sifat sebagai berikut; pertama, hendaknya mempunyai

kafabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal. Kedua,

dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akad

pernikahan tersebut. Ketiga, hendaknya mampu menghargai pernikahan

ketika menghadirinya.55

d. Shighat

Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya ija>b dan

qabu>l, dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal

tersebut atau lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama.

Ija>b, menurut jumhur ulama adalah pernyataan yang bersumber dari

wali isteri, sementara qabu>l adalah pernyataan yang bersumber dari suami

atau wakilnya. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa sama

53 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 315.
54 Ibid, hal. 316.
55Ibid, hal. 316-317.
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saja apakah ija>b didahulukan dari qabu>l, atau sebaliknya qabu>l

didahulukan dari ija>b. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak

diperbolehkan mendahulukan qabu>l dari pada ija>b, karena qabu>l

merupakan reaksi dari pada ija>b. Jika seorang laki-laki berkata kepada

wali perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut

menjawab “saya nikahkan.” Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak

sah.56

Adapun ulama Hanafiyyah, menurut mereka ija>b adalah pernyataan

pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh

pengantin laki-laki.57

5. Akibat Hukum dan Konsekuensi Pernikahan

Dengan adanya pernikahan akan menimbulkan akibat baik terhadap

suami dan istri yaitu: (1) Adanya tanggung jawab masing-masing antara suami

dan istri untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. (2) Kewajiban nafkah atas suami terhadap istri. (3) Adanya keturunan. (4)

Timbulnya kemahraman. (5) Adanya hak waris mewarisi.58

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota

keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing.

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar dari pada

isteri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling

banyak. Demikian juga seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban yang

56 Ibid, hal. 319.
57 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hal. 234. Lihat juga Wahbah

al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 319.
58 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 47.
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sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga

mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk

menghormati orang tua. Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak

untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai

dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh

majikannnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-

undangan yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap

tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.59

Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman hadits

muttafaq ‘alaih riwayat ibn Umar berikut ini:

هُمَا قاَلَ  عْتُ رَسُوْلَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُوْلُ كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ :عَنِ ابْنِ عُمَرٍ رَضِيَ االلهُ عَنـْ سمَِ
يَّتِهِ وَالْمَرْأةَُ راَعِيَةٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ والإِمَامُ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ راَعٍ فىِ أهَْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِ 

راَعٍ وَمَسْئُولٌ يْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالخْاَدِمُ راَعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ فىِ ب ـَ
60)متفق عليه(.عَنْ رَعِيَّتِهِ 

Artinya:
Dari Ibn Umar Ra, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah Saw.
Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggunganjawab tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah
pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang rakyatnya.
Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai
tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga
dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam
penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta
tuannya dan akan dimintai tanggung jawab dalam kepenjagaannya itu.
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tenggung jawab dalam
kepemimpinannya. (HR.Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga

mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan

59 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Op. Cit, hal. 54-55.
60 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, Op. Cit, juz.

2, hal. 524. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi,
Shahih al-Muslim, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 737.
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porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan

yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut.

Di antara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan

ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran

seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral,

material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah Swt. Oleh karena itu

kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan

spiritual ukhrawi. Kewajiban suami yang bersifat material di antaranya adalah

memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak,

isteri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan layak menurut

ukuran masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang, papan

dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan

kepada isteri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati

perintah Allah Swt dan rasul-Nya. Termasuk kewajiban moral seorang suami

adalah memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik

bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan Allah Swt. dan rasul-Nya. Ia

berkewajiban ‘memukul’ isterinya yang nusyuz dan anaknya yang

tarikusshalah (meninggalkan shalat) setelah anak tersebut berumur sepuluh

tahun dan ia telah melaksanakan kewajibannya mengajarkan shalat sejak anak

tersebut berumur tujuh tahun.61

Seorang isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami

dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk

61 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Op. Cit, hal. 56.
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mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia

masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik

dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih

berdiri dalam koridor keridlaan Allah Swt. Dan seorang isteri wajib menjadi

asisten suami apabila suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya

tidak dapat dipisahkan. Ketika ada hak, maka di sana ada kewajiban, begitu

pula sebaliknya. Adapun pengertiannya dalam pernikahan, hak dan kewajiban

suami isteri adalah sesuatu yang keberadaannya harus dipenuhi secara

seimbang dan selaras.  Jika dalam kehidupan berumah tangga, suami dan isteri

dapat sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan

terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah

kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi

masing-masing suami isteri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu

dengan yang lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:62

a. Hak bersama suami isteri

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

62 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana , 2004), hal. 50-53.
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1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul untuk bersenang-senang

diantara mereka berdua. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari

isterinya apa yang dihalalkan bagi isteri dari suaminya.

2. Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, isteri haram

(dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-

anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu isterinya, anak

perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah

dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya.

4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga

dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Hak suami/ kewajiban isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok

adalah:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

2. Isteri menjaga diri sendiri dan harta suami.

3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat

menyusahkan suami.

4. Tidak bermuka masam pada suami.

5. Tidak menunjukkan keadaan yang disenangi suami.
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Hak suami tercermin dari ketaatan dari seorang isteri,

penghormatan dari seorang isteri terhadap segala keinginannya, dan

mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang

diinginkan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya,

merendahkannya, dan mengikuti keinginannya.  Hak-hak suami terhadap

isterinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan

melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan

masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun

rumahnya dan keluarganya. Kewajiban taat seorang isteri kepada suami

hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal

kemaksiatan kepada Allah Swt. Adapun dasar yang dijadikan landasan

hukum hak-hak seorang suami adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ االلهِ صَلَى االلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: حَقُّ الزَّوْجِ 
إِلاَّ تمَنْـَعُهُ نَـفْسَهَا وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَـتَبٍ وَاحِدًا إِلاَّ وَأَنْ زَوْجَتِهِ عَلَى

هَا وَإِنْ لاَ  لاتََصُوْمُ يَـوْمًا بإِِذْنهِِ إِلاَّ لفَِريِْضَةٍ فإَِنْ عَلِمَتْ أثمََِّتْ ولمََْ يَـتـَقَبَّلْ مِنـْ
هَا عَلَتْ تُـعْطِى مِنْ بَـيْتِها شَيْئًا إِلاَّ بإِِذْنهِِ فإَِنْ ف ـَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيـْ

هَا  االلهُ وَالْمَلائَِكَةُ ....الْوزِْرُ  وَلاَ تخَْرجُُ مِنْ بَـيْتِهِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ فإَِنْ فَـعَلَتْ لَعَنَتـْ
63.حَتىَّ تَـتُوبَ أَوْ تُـراَجِعَ وَإِنْ كَانَ ظاَلِمًا

Artinya:
Dari Abdullah ibn Umar Ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw.
bersabda: Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi
permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas
punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan
izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan
puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari
rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya, maka

63 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi), juz. 2, hal. 327.
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pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia
tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia
berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat
memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya
itu zalim. (HR. Abu Daud).
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c. Hak isteri/ kewajiban suami

Di antara hak-hak isteri yang wajib ditunaikan suami adalah:

1. Hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah

2. Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti; mempergauli

isteri dengan baik dan mengayomi isteri.

Adapun hadits yang dijadikan pedoman mengenai hak-hak isteri

yang menjadi kewajiban seorang suami:

ثَنيِْ أَبيِْ أنََّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرُو بْنِ الاَْحْوَصِ حَدَّ
رَسُوْلِ االلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِّدَ االلهَ وَأثَْـنيَ عَلَيْهِ وَذكََّرَ وَوَعَظَ ثم قال ألا 

هُنَّ شَيْئاً وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيرْاً  اَ هُنَّ عَوَانٍ عِنْدكَُمْ ليَْسَ تمَلِْكُونَ مِنـْ فإَِنمَّ
رَ ذلِكَ إلاَّ أنْ يأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّنَةٍ فإَنْ فَـعَلْنَ فاَهْجُرُوهُنَّ في المضََاجِع  غَيـْ

غُوا عَلَيهنَّ سَ  رَ مُبـَرِّحٍ فإنْ أطعَْنَكُمْ فَلا تَـبـْ بيلاً ألاَ إنَّ وَاضْربِوُهُنَّ ضَرباً غَيـْ
لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ 
مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يأَْذَنَّ فيِ بُـيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ 

64.وَطعََامِهِنَّ تحُْسِنُوا إلِيَْهِنَّ فيِ كِسْوَِِنَّ 

Artinya:
Dari Sulaiman ibn Amru ibn Amru ibn al-Ahwash dari bapaknya,
sesungguhnya ia hadir dalam haji wada’ bersama Rasulullah Saw.
Ia memuji dan memuji Allah Swt, berdzikir dan memberi nasihat.
kemudian ia berkata: “Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat
baik terhadap para perempuan karena mereka bagi kalian seperti
para tawanan yang tidak memiliki sesuatu selain hal itu, kecuali ia
melakukan kemungkaran yang nyata. Jika ia melakukan, maka
diamkanlah mereka dari tempat tidur, pukullah mereka dengan
pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka menyakiti kalian, maka
janganlah kalian mencari jalan. Bagi kalian terdapat hak atas
perempuan-perempuan kalian, bagi perempuan-perempuan kalian

64 Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr,
1408 H/ 1988), juz. 2 , hal 118. Lihat juga Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-
Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi), juz. 3, hal. 97.
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terdapat hak atas kalian. Adapun hak kalian atas para perempuan
kalian adalah janganlah mereka berhubungan dengan kalian di
tempat tidur dengan keadaan membenci, dan ia tidak memberi izin
dalam rumah kalian seseorang yang mereka benci. Ingatlah hak
mereka atas kalian untuk memberikan yang baik dalam pakaian dan
makanan mereka. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

عن مُعَاوِيةََ الَْقُشَيرِْيِّ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ الَلَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ 
أَحَدِناَ عَلَيْهِ قاَلَ:أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعَِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكِْتَسَيْتَ, وَلاَ 

65الَْوَجْهَ, وَلاَ تُـقَبِّحْ وَلاَ تَـهْجُرْ إِلاَّ فيِ الْبـَيْتِ تَضْرِبِ 

Artinya:
Dari Mu’awiyah al-Qusyairi berkata: Saya bertanya kepada
Rasullah Saw: Wahai Rasulullah, apa hak seorang isteri salah satu
dari kami, Rasulullah menjawab: “Memberi makannya apabila
kamu makan, memberi pakaiannya apabila kamu berpakaian,
janganlah memukul wajah, dan jangalah menjelek-jelekkannya dan
janganlah bertengkar kecuali di rumah.” (HR. Abu Daud).

Terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban isteri/ hak suami

mengenai kewajiban seorang isteri ditinjau dari pelayannya. Menurut

sebagian ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan isteri

untuk kemaslahatan keluarga. Sebagaimana Abu Tsaur mengatakan

bahwa, wajib bagi isteri untuk membantu suaminya dalam setiap

urusan.66

Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, isteri itu wajib

mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, dan melihat dari

kedudukannya. Jika ia kaya, maka menggunakan pelayan, dan jika dari

golongan sederhana, maka ia berkewajiban melaksanakan sendiri seperti

membentangkan kasur. Kalau dari kalangan selain itu, maka

65 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Op. Cit. hal. 329.
66 Hind Mahmud al-Khauli, Amal al-Mar’ah Dhawabithuh, Ahkamuh, Tsamaratuh;

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, (Damaskus: Dar al-Farabi, 1421 H/ 2001 M), hal. 66-67.
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berkewajiban mengatur rumah tangga, mencuci, memasak dan lain

sebagainya. Sebagian ulama menolak atas wajibnya isteri untuk

memberikan pelayanannya dalam permasalahan ini. Sebagian dari ulama

tersebut adalah Imam Malik, Imam al-Syafi’i, Imam Abu Hanifah.

Pendapat ketiga ulama tersebut sama dengan para ulama zahiri, mereka

mengatakan bahwa sesungguhnya akad nikah menuntut kesenangan,

bukan untuk memberi pelayanan atau memberikan manfaat-manfaat.

Mereka mengatakan, hadits-hadits yang disebutkan menunjukkan

sukarela dan akhlak-akhlak mulia. Menurut mereka hadits-hadits tentang

pelayanan isteri terhadap suami menunjukkan kesukarelaan.67

Adapun pendapat ulama mengenai kewajiban suami/ hak isteri

dalam hal memberikan nafkah, para fuqaha’ berpendapat bahwa suami

wajib memberikan nafkah jika sudah dipenuhinya syarat-syarat

kepemilikan hak terhadap nafkah. Untuk memiliki hak atas nafkah,

beberapa syarat berikut harus dipenuhi; (1) Akad nikah dilaksanakan

secara sah. (2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami. (3) Isteri

menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan

dirinya. (4) Isteri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan

suami. (5) Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati

kesenangan dalam hubungan suami isteri.68

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah

yaitu ketika sudah melukukan hubungan suami isteri. Manakalah terjadi

67 Ibid, hal. 67.
68 Ibid, hal. 68.
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hubungan suami isteri, maka nafkah wajib ditunaikan. Mereka

menganggap bahwa nafkah tetap diberikan kepada isteri yang belum

berusia baligh dan isteri yang membangkangnya tanpa memperhatikan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih selain mereka. Lebih

lanjut, ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang tidak menerima

nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan

tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Isteri harus sabar

menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya. Sebagian ulama

berpendapat bahwa jika suami mengalami kesulitan mengenai nafkah,

isteri diperintahkan untuk mengambil utang dan tetap bersamanya

dengan sabar. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, suami yang tidak

sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada isterinya, tidak berhak

mendapat pelayanan, tetapi hendaknya isteri diberi kesempatan untuk

mencari kehidupan. Adapun pendapat Maliki, Hanbali, dan Syafi’i

mengenai hal tersebut membolehkan isteri meminta pembatalan

pernikahan lantaran suaminya tak sanggup memberikan nafkah.69

Dari berbagai pendapat di atas, kiranya seorang suami/ isteri

memahami kekurangan pasangannya masing-masing, agar dapat menjalin

kehidupan yang harmonis sehingga tercipta keluarga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

69 Ibid, hal. 69-90.
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Salah satu contoh adalah prinsip hubungan suami-isteri dalam

kehidupan berumah tangga, sebagaiaman ditegaskan dalam al-Qur’an

surat al-Nisa’ ayat  19:

….
……..

Artinya:
…. dan bergaullah dengan mereka (istrimu) secara patut…. (QS.
Al-Nisa’ [4]: 19).70

Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan isteri masing-

masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin,

berkewajiban menjaga isteri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama

atau dunianya, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan,

minuman, pakaian dan tempat tinggalnya. Tanggungjawab suami yang tidak

ringan di atas diimbangi dengan ketaatan seorang isteri pada suaminya.

Kewajiban seorang isteri dalam urusan suaminya setahap setelah kewajiban

dalam urusan agamanya. Hak suami di atas hak siapapun setelah hak Allah

dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua. Mentaatinya dalam perkara

yang baik menjadi tanggungjawab terpenting seorang isteri.

Ketaatan isteri pada suami adalah surga sebagai jaminannya. Dari Abu

Hurairah Rasulullah bersabda:

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأةَُ خمَْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، :عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم
.71أبَْـوَابِ الجْنََّةِ شِئْتِ وَحَفِظَتْ فَـرْجَهَا، وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لهَاَ ادْخُلِي الجْنََّةَ مِنْ أَيِّ 

Artinya:
Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, melaksanakan
puasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati

70 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit, hal. 80.
71 Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, Shahih ibn Hibban, (Beirut:

Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993), juz. 4, hal. 211.
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suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.
(HR. Ibnu Hibban).

Suami adalah surga atau neraka bagi seorang isteri. Keridhaan suami

menjadi keridhaan Allah. Isteri yang tidak diridhai suaminya karena tidak taat

dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Rasulullah pernah

bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak:

حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال 
أَ يَكْفُرْنَ باِاللهِ؟ قاَلَ::أرُيِْتُ النَّارُ فإَِذَا أَكْثَـرُ أهَْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيْلَ :النبي صلى االله عليه و سلم

رَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ  لَوْ أَحْسَنْتَ إِلىَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثمَُ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ ,يَكْفُرْنَ الْعَشِيـْ
راً قَطُّ  72.مِنْكَ خَيـْ

Artinya:
Diperlihatkan neraka kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah
para wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau: “Apakah para
wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab: “Tidak, melainkan
mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya.
Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka satu
masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak
berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata: “Aku sama sekali belum
pernah melihat kebaikan darimu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

لَوْ كُنْتُ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال, قال رسول االله صلى االله علي وسلم: 
آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأةَََ أنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا وَلاَ تُـؤَدِّي الْمَرْأةَُ 

هَا كُلَّهُ حَتىَّ تُـؤَدِّيَ  هَا كُلَّهَا حَتىَّ لَوْ سَأَلهَاَ حَقَّ االله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيـْ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيـْ
.73نَـفْسَهَا وَهِيَ عَلَىظَهْرِ قَـتَبٍ لأَعْطتَْهُ إِيَّاهُ 

Artinya:
Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang
lain, maka aku akan memerintahkan para isteri untuk sujud kepada

72 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Op. Cit, juz. 2, hal
321. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih
Muslim, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 368.

73 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Op. Cit. hal. 332. Lihat Muhammad ibn Isa
Abu Isa al-Tirmidzi, Op. Cit. 110.
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suaminya, disebabkan karena Allah telah menetapkan hak bagi para
suami atas mereka (para isteri). (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

Hak suami berada di atas hak siapapun manusia termasuk hak kedua

orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang isteri daripada

ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
لاَ يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُومَ رضي االله عنه: أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال

74.بإِِذْنهِِ وَلاَ تأَْذَنَ فيِْ بَـيْتِهِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ 

Artinya:
Tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada
di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh baginya meminta izin
di rumahnya kecuali dengan izinnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hak berhubungan suami-isteri, jika suami mengajaknya untuk

berhubungan, maka isteri tidak boleh menolaknya:

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَـنَا شُعْبَةُ قاَلَ سمَِعْتُ قَـتَادَةَ يحَُدِّثُ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَوْفىَ  حَدَّ
إِذَا باَتَتِ الْمَرْأةَُ هَاجِرةًَ فِراَشَ :قاَلَ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبىِِّ صلى االله عليه وسلمبىِ عَنْ أَ 

هَا الْمَلائَِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ  75.زَوْجِهَا لَعَنَتـْ

Artinya:
Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian si
isteri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka
para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. (HR. Muslim).
Di antara kewajiban seorang isteri atas suaminya juga adalah, hendaknya

seorang isteri benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya, baik harta

suami dan rahasia-rahasianya, begitu juga bersungguhnya-sungguh mengurus

urusan-urusan rumah. Berkhidmat kepada suami dengan melayaninya dalam

segala kebutuhan-kebutuhannya adalah di antara tugas seorang isteri. Bukan

74 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op. Cit, hal. 324. Lihat juga Abu al-
Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha. 371.

75 Ibid, hal. 373.
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sebaliknya, isteri yang malah dilayani oleh suami. Hal ini didukung oleh

firman Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa [4] ayat 34. Ibn

Qayyim al-Jauziyyah berdalil dengan ayat di atas, jika suami menjadi pelayan

bagi isterinya, seperti dalam memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-

lain, maka itu termasuk perbuatan munkar, karena berarti dengan demikian

sang suami tidak lagi menjadi pemimpin. Justru karena tugas-tugas isteri dalam

melayani suami, Allah pun mewajibkan para suami untuk menafkahi isteri

dengan memberinya makan, pakaian dan tempat tinggal. Bukan juga

sebaliknya, isteri yang malah menafkahi suami dengan bekerja di luar rumah

untuk kebutuhan rumah tangga.76

Di antara keagungan syariat Islam adalah menempatkan segala sesuatu

pada tempatnya, termasuk suami diwajibkan untuk membimbing isterinya pada

jalan kebaikan, sedangkan isteri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan

hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki di luar rumah

untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

77.عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وَ كِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ وَلهَنَُّ : جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ عَنْ 

Artinya:
Dan hak para isteri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka
nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf. (HR. Muslim).

Di sisi lain, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurusi

anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah

tangga dan lainnya. Nabi menggambarkan hal ini dalam sabdanya:

76 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5,
hal. 188-199.

77 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha. 374.
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الزهري قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد االله قال أخبرنا يونس عن
أخبرنا سالم بن عبد االله عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله 

78.فيِْ بَـيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَاوَالْمَرْأةَُ راَعِيَةٌ : عليه و سلم يقول

Artinya:
Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan
Muslim).

Demikianlah di antara hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan

kewajiban ini berfungsi sebagai wujud pembagian tugas antara domestik rumah

tangga dan di luar rumah, demi tercapai maksud dan tujuan pernikahan

tersebut, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

D. Nikah Dini dalam Tinjauan Beberapa Aspek

1. Fenomena Nikah Dini di Indonesia dan Faktor-faktor Penyebabnya

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk

diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di

berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan

para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana

pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif

kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat

awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang

melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan, yaitu perempuan kurang dari

16 tahun, dan laki-laki kurang dari 19 tahun.79

78 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op. Cit, hal. 326. Lihat juga Abu al-
Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha. 376.
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Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini

terbagi menjadi dua kategori; pertama, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di

bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk

menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk

menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai; kedua,

pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya

dilakukan sebagai kamuflase dari moralitas yang kurang etis dari kedua

mempelai. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinaan yang

pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan.

Ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan

kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara

melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib

yang telah dilakukan oleh anaknya.80

Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya,

pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang

dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Seiring

berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru

sebaliknya. Arus globlalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah

paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat

belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak

membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian

79 Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1960),
hal. 43.

80 Supriadi dan Wila Chandrawila, Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan,
(Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 39-40.
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fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah

yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak

26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2012 menyatakan

bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2012 adalah pernikahan anak di

bawah umur. Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25

tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun, karena pada usia tersebut

organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat,

serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua

bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia

tersebut juga sudah kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan

melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.81

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia

dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas

internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan,

hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi

penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting

yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan

yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada

usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan

81 Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Anak, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), hal. 21-22.
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perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko

terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.82

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan

seseorang akan  memperoleh keseimbangan hidup baik secara  biologis,

psikologis maupun secara  sosial.  Dengan  melangsungkan  pernikahan,  maka

kebutuhan  biologisnya bisa  terpenuhi.  Ia  bisa  menyalurkan  kebutuhan

seksnya  dengan  pasangan hidupnya.  Sementara  itu  secara mental  atau

rohani  mereka  yang  telah  menikah dalam usia matang lebih bisa

mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.83

Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem

nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Dalam

kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu

kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan

kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan

(adulthood). Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan

tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang

sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat

hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan

masyarakat.84

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi

ukuran tangung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang

82 Ibid, hal. 31.
83 Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, (Yogyak arta: PSW UIN Suka Yogyakarta, 2006), hal.
83.

84 Ibid, hal. 84-85.
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yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat

dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa

ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada

prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat

sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian

cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut

Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah

satunya adalah mereka yang belum dewasa/ minderjarigen. Dalam hukum

perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

tahun.

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri

dengan satu atau dua bidang keilmuan saja. Pembahasan masalah ini harus

melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan

sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial diantaranya ilmu

sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama

pun persoalan kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam

lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari

suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai
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subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga

tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan

oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk

menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan

memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu

menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu

keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir

dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing

orang secara berbeda-beda. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa

mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami

kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.85

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan

secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun dengan menentukan batasan

umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor

kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa

Undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut

anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau

undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan

85 Ibid, hal. 86.
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tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang

kedewasaan.86

Selama ini banyak bukti memperlihatkan bahwa dari segi medis, anak

perempuan yang menikah dalam usia dini umumnya rawan tertimpa berbagai

risiko, seperti terancam risiko kematian yang lebih besar jika mereka hamil dan

melahirkan. Dari segi sosial, anak perempuan yang menikah dalam usia dini,

dan kemudian hamil, tidak jarang kemudian tanpa sadar menelantarkan anak-

anaknya, dan bahkan melahirkan anak yang sebetulnya tidak mereka

kehendaki. Anak yang lahir dari pasangan yang masih belia, tidak sekali-dua

kali terbukti menganggap kehadiran anak sebagai rintangan atau gangguan bagi

karier dan kehidupan mereka. Minimal, kehadiran anak tidak disambut dengan

gembira oleh orang tuanya, layaknya orang tua lain yang sudah memenuhi

persyaratan dari segi usia, psikologis, sosial, dan ekonomi.87

86 Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji materi UU Perkawinan 1974,
khususnya Pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia pernikahan, yaitu 16 tahun bagi perempuan
dan 19 tahun bagi laki-laki-menghasilkan keputusan yang membuat banyak pihak kecewa. Meski
ada satu hakim yang menyatakan berbeda pendapat, keputusan akhirnya, MK menolak gugatan
sejumlah pihak yang menginginkan batas usia pernikahan bagi perempuan dinaikkan menjadi 18
tahun. Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tegas disebutkan bahwa yang
dimaksudkan dengan anak di Indonesia adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya,
jika MK tak mau menaikkan batas minimal usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun, apakah
itu berarti MK secara tidak langsung menyetujui pernikahan dini anak perempuan? Sebagai sebuah
produk hukum, keputusan MK tentu akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Jika
selama ini banyak aktivitas LSM, pemerhati gender, dan orang-orang yang peduli hak anak
senantiasa memperjuangkan agar usia pernikahan dinaikkan, dengan keluarnya keputusan MK di
atas, bukan tidak mungkin dalam masyarakat akan muncul kasus-kasus pernikahan dini yang
makin meningkat. Sidang MK yang memperbincangkan batasan usia menikah anak perempuan
dari sisi dogmatis terbukti memang kemudian menafikan dampak atau pertimbangan aspek lain
yang tak kalah penting. Ketika argumentasi yang dikemukakan dalam sidang MK lebih banyak
didominasi pembahasan dari sisi agama dibanding masalah yang timbul dari aspek kesehatan dan
perlindungan anak yang menjadi dasar gugatan para pemohon, risiko medis dan dampak sosial
yang timbul dari kasus pernikahan dini akhirnya dinomorduakan.

87 Notoadmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),
hal. 51.
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Di berbagai daerah, bukan rahasia lagi bahwa kasus pernikahan dini

umumnya terjadi dalam masyarakat dari golongan menengah ke bawah, dan

rata-rata kurang berpendidikan. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan

secara psikologis belum sepenuhnya matang, lantas sejauh mana mereka bisa

diharapkan dapat membesarkan dan mendidik anaknya dengan benar? Ketika

zaman sudah bergulir makin maju, dan peluang bagi anak perempuan untuk

meningkatkan derajatnya jauh lebih terbuka, sebetulnya akan lebih bijak jika

hukum juga mendukung kesempatan bagi anak perempuan untuk meraih masa

depan yang lebih baik.

Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya

adalah  faktor  ekonomi.  Dari  faktor  ekonomi  inilah  seseorang  tidak

mampu untuk melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh keluarga

yang relatif besar. Dalam  situasi  inilah  kawin  muda  merupakan  mekanisme

untuk meringankan  atau  melepaskan  beban  ekonomi  mereka.

Mengawinkan  anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi

keluarga. Selain itu juga akan membawa pemasukan finansial bagi keluarga.

Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga

melalui menantu mereka yang berprofesi di pekerjaannya.88

Adapun faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar

untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, faktor ini adalah faktor

pendorong  tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi yang menerapkan

perbedaan perlakuan ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, dan  ada

88 Lili Rasjidi, Hukum Perkwinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung:
Alumni, 1992), hal. 72-73.
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juga  karena  gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, dan

adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, nilai tentang

harga perempuan  (makin  tua  makin  tidak  laku), atau dengan kata lain,

berkaitan erat dengan  persoalan  relasi gender yang timpang dan faktor

desakan dari orang tua.89

Selain menurut  para  ahli  di  atas,  ada  beberapa  faktor  yang

mendorong terjadinya  perkawinan  usia  muda yang  sering  dijumpai  di

lingkungan masyarakat yaitu; (1) Ekonomi. Pernikahan dini terjadi karena

keadaan keluarga  yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban

orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap

mampu. (2) Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan

orang tua, anak dan masyarakat,  menyebabkan  adanya  kecenderungan

mengawinkan  anaknya yang masih di bawah umur. (3) Kekhawatiran orang

tua. Orang tua  khawatir  kena  aib  karena  anak  perempuannya  berpacaran

dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

(4) Media massa. Gencarnya ekspose  seks  di  media  massa  menyebabkan

remaja  modern semakin permisif terhadap seks. (5) Adat. Pernikahan Dini

terjadi  karena  orang  tuanya  takut  anaknya  dikatakan perawan tua alias tidak

laku-laku sehingga segera dikawinkan. Keberadaan budaya lokal memberi

pengaruh besar terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga masyarakat

tidak memberikan pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan

pernikahan meskipun pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan

89 Ibid, hal. 73.
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kaum pemuka adat tidak merniliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem

budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan

karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum jelas.90

Syafiq Hasyim menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih

condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak

bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola

hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu

“keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap

sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih

dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan

sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai

kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar

terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia. (6) Keinginan bebas

pada remaja. Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan

bebas dari kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan

psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh

Neidhart bahwa remaja atau adolescentia sedang mengalami masa peralihan

dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan

dengan kedudukan mandiri. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa

mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau

media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan

90 Landung J, dkk, “Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini pada Masyarakat
Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja,” Jurnal MKMI. Vol.5 (No.4), tahun 2012, hal.
89-91.
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atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas minimal

usia perkawinan.91

Selain itu, pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan

beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria

sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7

ayat1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), (b)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat

1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung ja wab untuk mengasuh,

memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (c) Undang-Undang No. 21 tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat

undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap

91 Ibid, hal. 93. Pada tahun 2012, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih
menghimbau agar wanita menikah di usia minimal 24 tahun. Himbauan ini menarik perhatian,
pasalnya bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan usia minimal menikah
adalah 20 tahun. Sampai sekarang hak kesehatan reproduksi wanita masih kurang mendapat
perhatian. Masih banyak wanita menikah dibawah usia 20 tahun. Di antara mereka banyak yang
belum siap secara fisik maupun mental menjadi ibu dan istri. Banyak dari mereka yang terpaksa
berperan sebagai istri dan ibu karena hamil di luar nikah. Secara hukum, perempuan berhak
menikah dan hamil diusia 20 tahun. Namun secara medis perempuan lebih disarankan
merencanakan kehamilan diatas usia 24 tahun. Itu sebabnya Menteri Kesehatan menyarankan
wanita menikah diusia minimal 24 tahun. Himbauan ini tujuannya adalah: pertama, siap fisik dan
mental. Agar perempuan lebih siap secara fisik maupun mental untuk menerima kehadiran
pasangan dan anak. Wanita muda yang masih belia normalnya psikologis kejiwaannya masih
senang bermain-main kian kemarin. Secara mental mereka belum siap untuk untuk mengemban
tangung jawab menjadi seorang ibu dan istri. Diibaratkan buah yang matang diperam manisnya
tidak kan sama dengan yang matang di pohon. Perempuan ini akan selalu merindukan masa muda
mereka yang harusnya masih dipenuhi dengan canda tawa khas anak muda yang tanpa beban.
Kedua, kematangan alat reproduksi. Kematangan alat-alat reproduksi wanita pada umumnya
terjadi pada usia diatas 20 tahun. Hubungan seks yang dilakukan ketika organ kandungan belum
matang terbukti bisa meningkatkan risiko kanker serviks. Selain itu, mengalami pendarahan hebat
saat melahirkan. Menurut data Kementrian Kesehatan, 2007 tiap 100.000 persalinan ada 228 orang
ibu yang meninggal dunia.
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memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari

perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selain itu, adanya juga karena prilaku  seksual  yang  menyimpang  yaitu

prilaku  yang  gemar berhubungan  seks  dengan  anak-anak  yang  dikenal

dengan  istilah  pedofilia. Perbuatan  ini  jelas  merupakan  tindakan  ilegal

(menggunakan  seks  anak), namun  dikemas  dengan  perkawinan  seakan-

akan menjadi  legal.  Hal  ini bertentangan  dengan  UU. No.23  tahun  2002

tentang  Perlindungan  Anak khususnya pasal  81,  ancamannya  pidana

penjara  maksimum  15  tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum

300 juta dan minimum 60 juta rupiah.  Apabila tidak  diambil  tindakan  hukum

terhadap  orang  yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan

menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi

yang lain.

Dari  uraian tersebut jelas  bahwa  pernikahan dini  lebih banyak

mudharat dari  pada  manfaatnya. Orang tua yang menikahkan anaknya  dalam

usia dini dan orang tua harus memahami peraturan  perundang-undangan

untuk  melindungi  anak  dari  perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Tri Lestari Dewi Saraswati, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan

Perempuan dan Anak, Yogyakarta, mengungkapkan ada lima hak anak yang

diabaikan dengan adanya pernikahan dini terutama bagi pihak perempuan.

Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini,

anak tidak melanjutkan sekolah sehingga tidak berkesempatan mengenyam

pendidikan yang lebih tinggi, hanya 5,6 persen anak yang menikah di usia dini
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yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Kedua, hak untuk berpikir

dan berekspresi. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang

perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan

orang tuanya. Dalam banyak kasus pernikahan dini anak tidak lagi bisa berpikir

dan berekspresi secara bebas sesuai dengan usianya karena dituntut dengan

berbagai kewajiban sebagai seorang istri. Ketiga, hak untuk menyatakan

pendapat dan didengar pendapatnya. Perlu dipertanyakan apakah dalam kasus

pernikahan dini anak telah diminta pendapatnya dan didengar pendapatnya?

Sebab pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang bahwa anak

belum mampu menentukan keputusan penting bagi dirinya sendiri. Akhirnya,

orang tuanyalah yang menentukan dan mengambil keputusan dengan

mengatasnamakan kepentingan yang terbaik bagi anaknya, padahal banyak

motif terselubung di balik keputusan itu, salah satu diantara yang banyak

terjadi adalah motif ekonomi. Keempat, hak untuk beristirahat dan

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan

berkreasi. Kelima, hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari

pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan

psikisnya.92

2. Nikah Dini Perspektif Kesehatan

92 Dikses tanggal 2 Juli 2016 dari http://www.kompasiana.com/tabraniyunis/menikahi-
perawan-cilik_551082b6813311d438bc6832.
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Secara biologi, makhluk hidup (organisme) disebut dewasa bila telah

menghasilkan sel-sel kelamin. Demikian pula pada manusia sebagai makhluk

hidup. Pada laki-laki ditandai dengan kemampuan testis (buah zakar) untuk

menghasilkan sperma. Pada perempuan ditandai dengan kemampuan ovarium

(indung telur) menghasilkan sel telur. Hal ini menunjukkan bahwa manusia

telah dewasa yang berarti telah mampu bereproduksi. Pada masa dewasa,

badan seseorang tidak mengalami pertumbuhan tinggi lagi, tetapi hanya

bertambah berat.93

Manusia dewasa telah memiliki tanggung jawab akan hidupnya. Mereka

juga memikirkan pendidikan dan pekerjaan untuk masa depannya. Berkeluarga

juga merupakan hal yang penting pada masa dewasa. Selanjutnya muncul

pertanyaan, berapa usia ideal wanita untuk hamil dan melahirkan? Pada

kehamilan di usia muda (termasuk usia remaja di bawah usia 20 tahun)

memiliki resiko yang lebih tinggi pada kesehatan. Pada usia di bawah 20 tahun

secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan

beresiko tinggi mengalami kondisi kesehatan yang buruk saat hamil. Selain itu,

kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan menggangu

perkembangan janin. Beberapa kondisi kesehatan yang mungkin terjadi adalah

tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kelahiran prematur yaitu kelahiran di

bawah usia kandungan di bawah 37 minggu. Beberapa kondisi yang

dikhawatirkan adalah berat badan bayi yang rendah saat lahir dan mengalami

depresi postpartum, di mana rasa kecemasan setelah melahirkan. Hal yang

93 Daniel S. Wibowo, Anatomi Tubuh Manusia, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 43-44.
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paling dikhawatirkan adalah kematian ibu yang tinggi dikarenakan terjadinya

pendarahan dan infeksi. Walaupun kondisi kesehatan setiap individu berbeda

akan tetapi pemeriksaan ahli medis harus dilakukan dengan ekstra mengingat

kondisi yang sangat rawan di usia kehamilan remaja.94

Sedangkan pada usia 21-35 tahun resiko gangguan kesehatan pada ibu

hamil paling rendah yaitu sekitar 15%. Selain itu, apabila dilihat dari

perkembangan kematangan, wanita pada kelompok umur ini telah memiliki

kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Meskipun pada saat

ini beberapa wanita di usia 21 tahun menunda pernikahan karena belum

meletakkan prioritas utama pada kehidupan baru tersebut. Pada umumnya usia

ini merupakan usia yang ideal untuk anda hamil dan melahirkan untuk

menekan resiko gangguan kesehatan baik pada ibu dan juga janin. Selain itu,

seorang ahli mengatakan wanita pada usia 24 tahun mengalami puncak

kesuburan dan pada usia selanjutnya mengalami penurunan kesuburan akan

tetapi masih bisa hamil.95

Secara biologis,  alat-alat  reproduksi  anak  masih  dalam  proses

menuju kematangan, sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks

dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, kemudian melahirkan.

94 Diakses tanggal 2 Juli 2016 dari http://bidanku.com/usia-ideal-wanita-untuk-hamil-dan-
melahirkan.

95 Walaupun usia ideal untuk wanita hamil adalah usia 21-35 tahun, akan tetapi bagi yang
baru mendapatkan anak di usia 35 tahun tidak perlu cemas. Beberapa bantuan medis seperti check
up kehamilan dan konseling genetik akan membantu anda yang mungkin mengalami kehamilan di
atas usia 35 tahun. Adapun permasalah yang muncul pada usia 35 tahun ke atas adalah diabetes
gestational yaitu diabetes yang muncul ketika sedang hamil, mengalami tekanan darah tinggi dan
juga gangguan kandung kemih. Meskipun gangguan kandung kemih mungkin saja terjadi pada ibu
hamil akan tetapi pada kelompok usia ini beresiko lebih tinggi. Selain itu kondisi kesehatan di
akhir usia 30-an cenderung memiliki kondisi medis tertentu seperti fibroid uterine yaitu
pertumbuhan otot atau jaringan lain yang berada di uterus yang memicu timbulnya tumor dan
menimbulkan rasa nyeri atau pendarahan pada kewanitaan anda semakin berkembang.
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Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang

berbahaya  bagi  ibu  dan  bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah

perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah

umur  di  mana  organ  reproduksi  belum  siap  untuk  dibuahi  dapat  memicu

penyakit  pada  reproduksi,  misalnya  pendarahan  terus-menerus,  keputihan,

infeksi,  keguguran  dan  kemandulan.  Usia  ideal  pembuahan  pada  organ

reproduksi  perempuan  sekurang-kurangnya  adalah  sejalan  dengan  usia

kematangan  psikologis yakni 21 tahun, di mana  ibu  dipandang telah siap

secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai

masalahnya.96

Kesehatan reproduksi dalam ICPD (International Conference on

Population Development) adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial

yang utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses

reproduksi. Setiap orang dijamin haknya untuk dapat memiliki kemampuan

bereproduksi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem, fungsi dan proses

reproduksi akan mencapai kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial

manakala didukung pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap

kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi remaja.97

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun

meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka

96 Tim Penulis, Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas,
(Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), hal. 68.

97 Prihatini Ambaretnani, dan Selly Riawanti, Upaya Meningkatkan dan Melindungi
Kesehatan Reproduksi TKIW, (Jakarta: Yayasan Galang dan Ford Foundation, 1999), hal. 51.
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kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14

tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin

dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua

kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah

16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam

kali lipat.98

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun

melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta

obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di

antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric

fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang

menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia

kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric

fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan

anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak

yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia

saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko

penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang

menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan,

mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di

dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai

penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih

98 Ibid, hal. 51-52.



78

jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak

mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan.

Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma

serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami,

keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap

meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.99

Selain itu, saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses

kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya,

sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan

anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat

lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia

remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih

dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga

meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi pada saat

berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan

lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan

tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang

membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Asuhan antenatal

yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan

persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan

mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak

99 Ibid, hal. 52.
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mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan

risiko komplikasi maternal dan mortalitas.100

Menjadi orang tua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk

mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan

anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau

penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan

dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan,

kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di

usia dini.

3. Dampak Negatif Nikah Dini Perspektif Psikologis

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga

kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak

ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan

dilangsungkannya pernikahan, maka status sosialnya dalam kehidupan

bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini

karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang

terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena

kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.101

100 Ibid, hal. 53.
101 Lily Pulu, Yanti Muchtar, Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan

Marginal, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2006), hal. 61.
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Mengenai konsep dewasa secara psikologi, menurut Elizabeth B. Hurlock salah

satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap

dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:102

1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir

2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua

3. Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua

4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun

5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun samapi umur 10/11 tahun

6. Masa Pubertas (pra adolesence), yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13

tahun

7. Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun samapi umur 17 tahun

8. Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun

9. Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun

10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun

11. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

Secara kronologis yang tergolong remaja ini berkisar antara usia 11-20

tahun. Sprinthall dan Collins menyatakan bahwa pada umumnya penggolongan

remaja dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu remaja awal (11-15 tahun), remaja

menengah (16-18 tahun), dan remaja akhir (19-20 tahun). Seorang remaja

mencapai tugas-tugas perkembangannya dapat dipisahkan menjadi tiga tahap

secara berurutan:103

a. Masa Remaja Awal

102 Elizabeth B. Hurlock, Child Growth and Development, Literary Licensing, LLC, 2013),
hal. 49.

103 Norman. A. Sprinthall dan W. Andrew Collins, Adolescent Psychology: A
Developmental View, (Toronto: McGraw-Hill Education, 1999), hal. 48-56.
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Remaja awal adalah individu dengan usia 11-15 tahun. Pada

umumnya individu telah memasuk pendidikan di bangku sekolah menengah

tingkat pertama (SMP). Masa ini remaja mengalami perubahan fisik yang

sangat drastis, misal pertambahan berat badan, tinggi badan, panjang organ

tubuh dan pertumbuhan fisik yang lainnya. Pada masa remaja awal memiliki

karakteristik sebagai berikut lebih dekat dengan teman sebaya, lebih bebas,

lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak.

b. Masa Remaja Menengah

Pada masa remaja menengah, adalah masa remaja dengan usia sekitar

16-18 tahun. Pada umumnya, individu pada masa ini sudah duduk di

sekolah menengah atas (SMA). Pada masa ini remaja ingin mencapai

kemandirian dan otonomi dari orangtua, terlibat dalam perluasan

pertemanan dan keintiman dalam sebuah hubungan pertemanan. Pada masa

remaja menengah ini memiliki karakteristik sebagai berikut mencari

identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta

yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan

berkhayal tentang aktifitas seks. Remaja pada usia ini sangat tergantung

pada penerimaan dirinya di kelompok yang sangat dibutuhkan untuk

identitas dirinya dalam membentuk gambaran diri.

c. Masa Remaja Akhir

Masa remaja akhir adalah masa remaja dengan usia 19-20 tahun. Pada

fase remaja kelompok akhir ini, umumnya sudah memasuki dunia perguruan

tinggi atau lulus SMA dan mungkin sudah bekerja. Individu pada masa ini
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fokus pada persiapan diri untuk lepas dari orangtua menjadi kemandirian

yang ingin dicapai, membentuk pribadi yang bertanggungjawab,

mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi.

Karakteristik dalam kelompok ini adalah sebagai berikut pengungkapan

identitas diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra

jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, dan mampu berpikir abstrak.

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia di atas, maka

kedewasaan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:104

1. Masa dewasa awal (young adult)

2. Masa dewasa madya (middle adulthood)

3. Masa usia lanjut (older adult)

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan

berdasarkan tingkat usia tertentu. Mungkin saja pada sebagian orang, usia 17

tahun sudah mulai masuk ke dalam pase young adult, namun bagi sebagian

yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan

perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari prilaku dan pertumbuhan fisik

secara biologis.105

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental,

kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun di lain hal kedewasaan juga

erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga

kadang dikaitkan dengan kondisi sexual seseorang walaupun kemampuan

reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kedewasaan

104 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 71.
105 Ibid, hal72-73..
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merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran

kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita

melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama

dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan

menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut

pandangan agama. Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain

adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator

kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan

dengan patokan usia dan tindakan perkawinan dan hukum Islam menentukan

kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah

memasuki fase “aqil baligh”, misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi

basah (ejaculation) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa

haid (menstruasi). Dalam perspektif adat jawa istilah kedewasaan relevan

dengan istilah ”kemandirian” yang artinya mampu untuk mengurus

kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah

”mencar” dan ”kuat gawe.”106

Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola

sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak di antaranya:

Pertama, stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada  masa ini terjadi banyak

penyesuaian  dalam aspek  kehidupan;  kedua, citra  diri  dan  sikap pandangan

lebih  realistis,  pada masa ini mulai dapat menilai irinya sebagaimana adanya,

menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya

106 M. Nurhadi, Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami, (Jakarta:
Ciputat Press, 2002), hal. 53.
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sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa; ketiga,

menghadapi  masalahnya secara lebih  matang, usaha  pemecahan  masalah-

masalah  secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari  kemampuan

berfikir yang  lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang

realistis sehingga diperoleh perasaan yang  lebih  tenang; keempat, perasaan

menjadi  lebih  tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan

atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh

adanya kemampuan piker dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-

perasaannya serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan

cita-cita mengakibatkan mereka  tidak  terlalu  kecewa  dengan  adanya

kegagalan-kegagalan yang dijumpainya, kebahagiaan akan semakin kuat jika

mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka.107

Dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin

penyusun sampaikan yang  berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan

adalah kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki

maupun  perempuan untuk  memasuki  jenjang  kehidupan baru tersebut,

karena  suatu  ikatan  dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang

baru dan akan memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak

dan kewajiban, masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan

kewajibannya, harus toleran dengan pasangan  hidupnya, agar terwujud suatu

keluarga yang bahagia  dan  kekal  di  dunia maupun akhirat (sakinah,

mawaddah, wa rahmah).

107 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Op. Cit, .hal. 36-40.
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Secara psikis, anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks,

sehingga akan  menimbulkan  trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa  anak

yang  sulit  disembuhkan.  Anak  akan  murung  dan  menyesali  hidupnya

yang berakhir  pada  perkawinan  yang  dia  sendiri  tidak  mengerti  atas

putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak

untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya

serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Prof. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara

Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab

sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25

sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat

yang disebutnya dengan istilah pre-cocks, yaitu matang sebelum waktunya.

Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan

yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi

dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan

lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini

dianggap sakral oleh agama.108

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul

tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk  menikah, mereka siap menanggung

segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian

nafkah, pendidikan  anak,  maupun  yang  berkaitan  dengan  perlindungan,

serta  pergaulan yang baik. Tujuan dari pernikahan yang lain adalah

108 Dadang Hawari, al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 181.
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memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada  usia yang terlalu

muda, sangat sulit memperoleh keturunan  yang  berkualitas.  Kedewasaan  ibu

juga  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah

dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun

tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.109

Selain  mempengaruhi  aspek  fisik,  umur  ibu  juga  mempengaruhi

aspek psikologi  anak.  Seorang  ibu  yang  masih  berusia  remaja  sebenarnya

belum  siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu

muda ini lebih menonjolkan  sifat  keremajaannya  dari  pada  sifat

keibuannya.  Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum

mempunyai kemampuan yang  matang  untuk  menyelesaikan konflik-konflik

yang  dihadapi,  serta  belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa

depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial

anak.110

Dari penjelasan pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa

kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu

akan berpengaruh terhadap  perkembangan  anak  kelak  dikemudian  hari.

Oleh  sebab  itu, sangat  penting  untuk  memperhatikan  umur  pada  anak

yang  akan  menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam

pasal 7 ayat (1) UU No. 1  Tahun  74,  yaitu  pernikahan  hanya  diijinkan  jika

pihak  pria  sudah  mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

umur 16 tahun, namun dalam praktiknya  masih  banyak  di  jumpai

109 Ibid, hal. 182
110 Ibid, hal. 182-183.
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pernikahan  pada  usia  muda  atau  di  bawah umur. Padahal  pernikahan  yang

sukses  membutuhkan  kedewasaan  tanggung jawab  secara  fisik  maupun

mental,  untuk  bisa  mewujudkan  harapan  yang  ideal dalam kehidupan

berumah tangga.

Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah

tangga, seperti pertengkaran, percekcokan, dan bentrokan antara  suami-istri.

Emosi  yang  belum  stabil,  memungkinkan  banyaknya pertengkaran  dalam

berumah-tangga.  Di dalam rumah  tangga pertengkaran atau bentrokan itu  hal

biasa,  namun  apabila  berkelanjutan  bisa  mengakibatkan perceraian. Masalah

perceraian  umumnya  disebabkan  masing-masing  sudah  tidak  lagi

memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami

sebagai  kepala  rumah tangga  atau  suami  yang  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan

ego masing-masing  akibatnya  adalah  perceraian.  Namun  tidak  mungkin

dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik bagi

sebuah keluarga karena  tidak  sedikit  dari mereka  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  di  usia muda  dapat  mempertahankan dan

memelihara  keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu

sendiri.111

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini

didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif

sosial jangka panjang yang tidak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia

111 Ibid, hal. 186.
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dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis

percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab

dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan

anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta

perkembangan kepribadian mereka.112

Menurut data Bappenas tahun 2012, akibat pernikahan dini terdapat

sekitar 690.000 kasus perceraian. Kondisi psikologis pasangan yang belum

matang menjadi faktor utama penyebab persoalan ini. Menurut perspektif

psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan disharmoni keluarga.

Disharmoni bisa terjadi karena emosi pasangan yang masih labil dan cara

berpikir yang masih setengah matang. Di samping itu, pernikahan dini juga

berkorelasi cukup signifikan dengan tingkat kematian ibu hamil atau

melahirkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, dan

pengangguran. Bahkan secara psikologis ketika anak melakukan pernikahan

dini tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi barunya maka dapat

mengakibatkan timbulnya stress yang berdampak tidak baik bagi dirinya

maupun bayi yang dikandungnya.113

4. Nikah Dini Perpektif Sosial

Nikah dini merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan

faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang

menempatkan  perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap

112 Lily Pulu, Yanti Muchtar, Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan
Marginal, Op. Cit, hal. 67.

113 Diakses tanggal 2 Juli 2016 dari http://www.lahargokembaren.com/2009/11/aspek-
psikologis-pernikahan-dini.html
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pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini  sangat bertentangan dengan ajaran

agama apapun termasuk agama Islam yang  sangat  menghormati  perempuan

(rahmatan lil alamin). Kondisi ini hanya akan  melestarikan  budaya patriarki

yang  bias  gender  yang  akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.114

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah

dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain:115

1. Ter Haar, dewasa adalah cakap (volwassen), sudah kawin dan hidup

terpisah meninggalkan orang tuanya;

2. Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta

keperluannya sendiri;

3. Djojodigoeno, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar,

volwassen;

4. Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari FH Unud menyatakan

bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu negen (nyuun)

sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan sudah sebagai orang

dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu negen kelapa delapan butir

atau nyuun kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki

golongan orang dewasa.

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan

umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai

dikatakan telah dewasa. Ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing

114 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama; Kepribadian Muslim Pancasila, (Jakarta: Sinar
Baru, 1989), hal. 52.

115 Ibid, hal. 53-54.
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individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian

dewasa menurut ilmu psikologi. Kedewasaan merupakan suatu fase pada

kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan

mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang

telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka

sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab

atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam

masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut.

Menurut Indaswari dari hasil penelitiannya, dampak dari pernikahan dini,

di antaranya adalah: (1) Pertengkaran  dan  percekcokan  yang  disebabkan

oleh  emosi  masing-masing yang belum stabil. (2) Akan mengakibatkan

perceraian, meski akhirnya menikah lagi. (3) Sangat terkait dengan masalah

kesehatan seksual dan kesehatan reproduksibagi perempuan. (4) Telah

menghilangkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.116

Dari  uraian tersebut jelas  bahwa  pernikahan dini  lebih banyak

mudharat dari  pada  manfaatnya. Orang tua yang menikahkan anaknya  dalam

usia dini dan orang tua harus memahami peraturan  perundang-undangan

untuk  melindungi  anak  dari  perbuatan-perbuatan yang dilarang.

116 Diakses tanggal 2 Juli 2016 dari http://student.cnnindonesia.com/pelajar/
20160318142526-322-118315/fenomena- pernikahan-dini-dan-solusinya/


